PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (RP2KPKPK)

BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR % TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2023-2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI MUKOMUKO,

. bahwa dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan

Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
perlu disusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
yang Komprehensif dan Terpadu;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 43

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan
dan Peningkatan kualitas Terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh Kabupaten Mukomuko Tahun
2023-2027;

.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188), Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020



Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);

. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5615);

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6624);



9. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 ahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG RENCANA

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
(RP2KPKPK) KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2023-2027.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kabupaten Mukomuko

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.

. Bupati adalah Bupati Mukomuko.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK
merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan
permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Kelompok Kerja
Teknis Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan
program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas
kumuh.

Dana Kelurahan atau Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya
disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan
di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah
di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar
sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan
pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun atau
disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu
tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten
Mukomuko.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai bagian dari
permukiman, baik layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan
harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
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.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukimar,

baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,
sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah
yang layak huni.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas
lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana,
sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi
lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang
terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan
kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi,
dan kualitas bangunan serta sarana dan prasana yang tidak memenuhi
syarat.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara
minimal.



21.Pencegahan adalah Tindakan yang dilakukan untuk menghindari

tumbuh dan berkembangannya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh baru.

22.Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas
bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

23.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

24.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang
layak, sehat, aman, dan nyaman.

25.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial,
budaya, dan ekonomii.

26.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan
lingkungan hunian.

27.1zin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

28.Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang
melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.

29.Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang
menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya
ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang
sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang
ingin dicapai bersama.

30.Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang
dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan
karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik
bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau
panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.

31.Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan.

32.Strategis adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-
program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

33.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas, yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.



34.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program,
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (inputf) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

35.Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan
kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan
wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk
menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

36.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi

masukan (inputf), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap
rencana dan standar.

BAB II
PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Peran

Pasal 2
RP2KPKPK mempunyai peran sebagai dokumen rencana terpadu penanganan
permukiman kumuh yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko
dalam rangka memenuhi target pencapaian 0% (zero) permukiman kumubh.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

RP2KPKPK Kabupaten berfungsi sebagai :

a. instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang jelas dan komprehensif yang
mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial,
ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan, maupun partisipasi
publik.

b. dokumen rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh jangka menengah yang Kabupaten yang
berisi rumusan konsep,strategi, kebutuhan, program dan rencana
investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.

c. dokumen perencanaan yang bersinergi dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
yang lingkup penanganannya bersifat menyeiuruh (komprehensifj dan
terpadu tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik
namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik
(peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

d. acuan dalam pelaksanaan penanganan perumahan dan permukiman
kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala
kawasan dan kota.



Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4
Kedudukan RP2KPKPK dalam peréncanaan pembangunan merupakan
bagian dari perencanaan lingkungan hunian yang disusun dalam rangka
mempercepat penanganan permukiman kumuh melalui skenario, konsep,
strategi, rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh
dan permukiman kumuh serta menjadi acuan bagi sektor-sektor terkait
lainnya.

BAB III
Lingkup Materi RP2KPKPK
Pasal 5
(1) Sistematika RP2KPKPK Kabupaten Mukomuko meliputi:
a. Pendahuluan

b. Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan
c. Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
d. Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

e. Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh

f. Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

g Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh

h. Rencana Penyediaan Tanah
i. Rencana Investasi dan Pembiayaan
J- Rumusan Peran Pemangku Kepentingan

(2) Materi RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB IV
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

Bagian Kesatu
Rencana Pencegahan

Pasal 6
Rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:
a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. pemberdayaan masyarakat



Bagian Kedua
Rencana Peningkatan Kualitas

Pasal 7
Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh dilaksanakan melalui:
a. Pemugaran.

b. Peremajaan.
c. Relokasi dan
d

Pembangunan Permukiman Baru

BAB V
PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 8
Pelaksanaan Program/Kegiatan yang tercantum dalam dokumen RP2KPKPK
Kabupaten, dituangkan dalam RKPD, Renja OPD, APBD Kabupaten termasuk
didalamnya Program/Kegiatan yang membutuhkan Sharing pendanaan dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, swasta dan kelompok swadaya
masyarakat.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan RP2KPKPK dilaksanakan oleh
Bupati melalui Pokja PKP dan Perangkat Daerah yang terkait dengan
pelaksanaan RP2KPKPK setiap tahunnya serta dibuatkan laporan yang
memperlihatkan tingkat kemajuan dalam hal pengurangan jumlah luasan
permukiman kumuh hingga mencapai target bebas kumuh.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10
Pembiayaan RP2KPKPK dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD
Kabupaten, APBDes, Dana Kelurahan serta sumber lainnya yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 7 ‘JuN( 2023

BUPATI MUKOMUKO,

SAPUAN
Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 7 Ut 2023

SEKRETARIS DAERAH
UPATEN MUKOMUKO,

ABDIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2023 NOMOR (8



